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A. PENDAHULUAN
Usaha pertanian adalah usaha yang penuh dengan resiko karena menyangkut mengenai kehidupan biologi yang sangat rentan dengan perubahan iklim dan serangan hama dan penyakit. Perubahan iklim seperti kemarau panjang yang mengakibatkan kekeringan serta serangan hama penyakit dapat mengakibatkan kegagalan berproduksi yang dapat berakibat fatal bagi keluarga petani kecil karena tidak terpenuhinya kebutuhan konsumsi rumah tangga mereka. Untuk meminimalkan kerugian akibat gagal panen dan becana yang dialami petani, Pemerintah melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang didalam Pasal 37 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian”. Undang-undang No. 19 tersebut kemudian ditindak lanjuti Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan asuransi pertanian yaitu Permentan No. 40 tahun 2015 yang bertujuan untuk melindungi petani dari kegagalan berproduksi. 
Asuransi pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha tani (khususnya tanaman pangan, hortikultura,perkebunan dan/atau peternakan). Asuransi pertanian merupakan salah satu strategi perlindungan petani yang ditetapkan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Perlindungan petani tersebut diberikan kepada (a) petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas dua hektar, (b) petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas dua hektar, dan/atau (c) petani hortikultura, pekebun atau peternak skala usaha kecil
B. HASIL PEMBAHASAN KAJIAN LITERATUR
Asuransi pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha tani (khususnya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan). Asuransi pertanian merupakan salah satu strategi perlindungan petani yang ditetapkan pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Perlindungan petani tersebut diberikan kepada (a) petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas dua hektar, (b) petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas dua hektar, dan/atau (c) petani hortikultura, pekebun atau peternak skala usaha kecil. 
Secara umum, tujuan asuransi pertanian adalah untuk (1) menstabilkan pendapatan petani melalui pengurangan tingkat kerugian akibat kehilangan hasil, (2) mendorong petani mengadopsi teknologi usahatani agar lebih produktif dan efisien, dan (3) mengurangi risiko yang dihadapi lembaga perkreditan serta meningkatkan akses petani ke lembaga tersebut (Putri et al, 2019).
Melalui asuransi pertanian, petani diharapkan memperoleh manfaat berupa perlindungan dari sisi finansial/pendanaan akibat kerugian akibat gagal panen, kepercayaan petani dimata lembaga pembiayaan untuk mendapatkan kredit, kestabilan pendapatan karena adanya tanggungan kerugian dari perusahaan asuransi ketika terjadi kerugian akibat gagal panen, kenaikan produksi dan produktivitas akibat kepatuhan dalam mengikuti tatacara bercocok tanam yang baik sebagai prasyarat mengikuti asuransi pertanian. Saat ini, perlindungan petani melalui Asuransi Pertanian baru diterapkan untuk tanaman padi (AUTP) dan ternak sapi/kerbau betina yang berorientasi peningkatan populasi (Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau-AUTS/K). Pelaksanaannya sudah mencakup hampir di seluruh wilayah Indonesia, terutama wilayah sentra produksi padi dan ternak. Adapun perusahaan pelaksana asuransi pertanian adalah Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO).

1.Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
Usaha di sektor pertanian khususnya usaha tani padi dihadapkan pada resiko ketidakpastian yang cukup tinggi, antara lain kegagalan panen yang disebabkan perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, serangan hama dan penyakit/ Organisme Penggangu Tumbuhan atau  OPT yang menjadi sebab kerugian usaha petani.
Untuk menghindarkan dari keadaan tersebut pemerintah saat ini memberikan solusi terbaik berupa program Asuransi Usaha Tani Padi yang disingkat dengan AUTP, yang diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap resiko ketidakpastian dengan menjamin petani mendapatkan modal kerja untuk berusaha tani dari klaim asuransi. Diselenggarakannya AUTP tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat resiko banjir, kekeringan, dan serangan oraganisme pengganggu tumbuhan. Serta sebagai sarana edukasi bagi petani.
Adapun manfaat Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

1. Mampu melindungi petani secara finansial terhadap akibat kegagalan panen;

2. Menaikkan posisi petani terhadap kredit pertanian terutama dalam mengakses sumberpembiayaan (bankable);

3. Menstabilkan pendapatan petani karena adanya tanggungan kerugian atas kerusakan usaha tani padi;

4. Meningkatkan produksi dan produktivitas dengan penggunaan input dan teknologi anjuran spesifiklokasi;

5. Mengurangi dan membatasi pengaruh bencana alam, dan mencegah dampak serangan organisme pengganggu tanaman; dan asuransi pertanian juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap stabilitas sosial danekonomi nasional.

Pelaksanaan Asuransi Usahan Tani Padi (AUTP) memiliki kriteria terkait petani dan lahan yang dapat diasuransikan

1. Kriteria petani yang dapat tertanggung oleh AUTP sebagai berikut

· Petani penggarap yang tidak memiliki lahan usahatani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar.

·  Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya padi pada lahan paling luas 2 (dua) hektar.

2. Kriteria lahan yang dapat tertanggung oleh AUTP sebagai berikut:
· Lahan sawah irigasi (irigasi teknis, setengah teknis, dan irigasi desa/sederhana) 
·  Lahan pasang surut/lebak yang memiliki tata air yang berfungsi; 
· Lahan tadah hujan yang tersedia sumber air; dan 
·  Wilayah sentra produksi padi dan wilayah penyelenggaraan Upaya Khusus (UPSUS) padi, lokasi terletak dalam satu hamparan;
Premi Asuransi Usaha Tani Padi adalah sebesar 3 %. Berdasarkan besaran biaya input usaha tani padi Rp. 6.000.000,00 per hektar per musim tanam, yaitu sebesar Rp. 180.000,00 per hektar per musim tanam. Bantuan pemerintah  sebesar 80% sebesar Rp.144.000,00 per hektar per musim tanam, dan  petani harus membayar premi swadaya 20 % proporsional, sebesar Rp. 36.000,00 per hektar per musim tanam.


Mekanisme Asuransi Usaha Tani Padi
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Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 

Kelompok tani didampingi PPL dan UPTD kecamatan mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan formulir yang telah disediakan. Setelah dilakukan pendaftaran PPL dan UPTD kecamatan melakukan pendataan data dan dikirim ke preusahaan asuransi untuk dilakukan verifikasi kelayakan. Kelompok tani membayar premi swadaya sebesar 20% proporsional sesuai luas area yang diasuransikan. Bukti transfernya akan diperoleh, untuk kemudian diserahkan kepada petugas asuransi yang akan mengeluarkan bukti asli pembayaran premi swadaya dan sertifikat asuransi kepada kelompok tani. Perusahaan asuransi membuat rekapitulasi peserta asuransi berikut kelengkapannya, bukti pembayaran premi swadaya untuk disampaikan ke dinas pertanian kabupaten atau kota yang menjadi dasar keputusan penetapan peserta asuransi definitif. Dinas pertanian kabupaten atau kota membuat daftar peserta asuransi definitif, kemudian menyampaikan ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan tembusan dinas pertanian propinsi. Dinas pertanian propinsi membuat rekapitulasi dari masing-masing kabupaten atau kota dan menyampaikan ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk proses bantuan premi 80 %. Perusahaan asuransi pelaksana akan menagih bantuan pemi pemerintah 80% dengan melampirkan rekapitulasi daftar peserta asuransi.Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian akan membayar bantuan premi berdasarkan hasil singkronisasi rekapitulasi peserta asuransi antara usulan dari dinas pertanain kabupaten atau kota dan propinsi dengan daftar rekapitulasi lampiran tagihan dari perusahaan asuransi.
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Sumber:  Otoritas Jasa Keuangan.

Prosedur pengajuan klaim dapat dilakukan ketika kerusakan mencapai lebih dari 75 % dan selambat-lambatnya 7 hari setelah ditemukannya kerusakan. Pengajuan dilakukan dengan memberitahukan POPT-PHP dan PPL serta perusahaan asurasnsi terkait kerusakan yang terjadi. POPT- PHP dan PPL serta loss adjuster dari pihak perusahaan asuransi melakukan pemeriksaan dan perhitungan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penghitungan maka di peroleh hasil pemeriksaan klaim yang diserahkan ke petani dan diteruskan ke perusahaan asuransi yang disisi lain dinas pertanian kabupaten/kota mengesahkan BA klaim. Setelah tercapai persetujuan maka pembayaran klaim dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada petani.  
Tabel 1. Penerapan Asuransi Usaha Tani Padi di Indonesia Tahun 2015 -2019
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
(per31 Juli 2019)

	Luas lahan (ha)
	233.449
	518.506
	997.960
	901.420
	392.649

	Jumlah Petani
	401.408
	929.945
	1.550.389
	1.446.399
	676.455

	Premi (Rp)
	42 miliar
	93,33 miliar
	179,63  miliar
	161,73 miliar
	70,67 miliar

	Klaim (Rp)
	124,8 juta
	55,50 miliar
	149,64 miliar
	73,16 miliar
	10,94 miliar


Sumber:Otoritas Jasa Keuangan 2019
Menurut Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan AUTP tentunya mengalami kendala yang berakibat pada pencapaian lahan AUTP yang masih rendah adalah sebagai berikut: 
1. Sosialisasi sampai tingkat petani masih kurang sehingga pemahaman petani terhadap AUTP dan manfaatnya masih rendah. 

2. Kemauan petani membayar premi swadaya 20% masih rendah, dibandingkan dengan bantuan lain yang tidak harus membayar (gratis). 

3. Dukungan dari para penyuluh, POPT dan petugas Dinas di tingkat lapangan masih kurang. 

4. Petani yang sudah menjadi peserta AUTP dan tidak ada klaim, musim tanam berikutnya tidak bersedia menjadi peserta AUTP lagi. 

5. Petani yang lahannya merasa aman tidak merasakan kebanjiran, kekeringan dan serangan OPT tidak mau menjadi peserta AUTP, sehingga peserta AUTP diminati bagi petani di daerah endemis. 

6. Terbatasnya jumlah petugas Dinas dan PT Jasindo di tingkat lapangan,baik saat menangani pendaftaran maupun proses klaim. Hal ini berdampak padapelaksanaan pendaftaran dan pembayaran klaim AUTP yang masih sering mengalami keterlambatan.
 2.Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)
Asuransi Usaha Ternak Sapi (selanjutnya disingkat AUTS) sebagai wujud keberpihakan pemerintah dalam upaya melindungi peternak dari risiko kematian dan/atau kehilangan sapi. AUTS diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada peternak sapi jika terjadi sapi mati akibat penyakit, beranak dan kecelakaan dan/atau kehilangan dengan mengalihkan kerugian kepada pihak lain melalui pertanggungan asuransi, serta mampu memberikan pendidikan kepada peternak dalam mengelola risiko dan sistem usaha peternakan yang baik. Hewan ternak yang hanya dapat diasuransikan dalam program AUTS ini adalah hewan ternak sapi. Bukan hanya karena kelangkaaan sapi yang menyebabkan kenaikan harga daging sapi, tetapi juga berkaitan dengan karakteristik usaha sektor pertanian, khususnya subsektor budidaya dan pembibitan sapi yang berisiko tinggi karena bersifat rentan terhadap serangan penyakit dan kematian, yang kondisi tersebut dapat menyebabkan kerugian pada peternak sapi, meskipun masih terdapat hewan ternak lainya, seperti kambing, ayam, kerbau, yang sebenarnya juga memiliki risiko penyakit dan kematian, tetapi khusus hewan ternak sapi harganya lebih tinggi dibandingkan hewan ternak lainya dan juga masih kurangnya daging sapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Prayoga et al, 2018).

Adapun manfaat Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

· Ketentraman dan ketenangan dalam melaksanakan usaha peternakan.

· Pemulihan kerugian jika terjadi sapi mati/hilang, dengan tersedianya dana ganti rugi asuransi sebagai modal untuk pembelian penggantian sapi, sehingga usaha peternak dapat tetap berlanjut. 

· Meningkatkan pendapatan peternak dari keberhasilan usaha perternakan secara berkesinambungan.
Terdapat 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi oleh peternak sapi untuk 
mengikuti program AUTS, antara lain: 
· Peternak sapi yang melakukan usaha pembibitan dan/atau pembiakan; 
· Sapi betina dalam kondisi sehat, minimal berumur 1 (satu) tahun dan masih produktif, dan 
· Peternak sapi skala usaha kecil, sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Premi Asuransi Usaha Tani Padi adalah sebesar 2 %. Berdasarkan harga satu ekor sapi Rp. 10.000.000,00, yaitu sebesar Rp. 200.000,00. Bantuan pemerintah  sebesar 80% sebesar Rp.160.000,00, dan  petani harus membayar premi swadaya 20 % proporsional, sebesar Rp. 40.000,00. 
Mekanisme Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)
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Sumber: Otoritas Jasa Keuangan.

Peternak sapi mendaftar ke dinas peternakan yang ada di kabupaten/ kota (dinas yang membidangi program AUTS). Sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi dari dinas tersebut terhadap kelompok ternak sapi di daerahnya, maupun dari pihak konsorsium yang melaksanakan program AUTS. Setelah itu peternak melakukan pembayaran premi asuransi sebesar Rp. 40.000,00. Perusahaan asuransi membuat rekapitulasi peserta asuransi berikut kelengkapannya, bukti pembayaran premi swadaya untuk disampaikan ke dinas pertanian kabupaten atau kota yang menjadi dasar keputusan penetapan peserta asuransi definitif. Dinas pertanian kabupaten atau kota membuat daftar peserta asuransi definitif, kemudian menyampaikan ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan tembusan Direktotat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. tembusan Direktotat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan membuat rekapitulasi dari masing-masing kabupaten atau kota dan menyampaikan ke Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian untuk proses bantuan premi 80 %. Perusahaan asuransi pelaksana akan menagih bantuan pemi pemerintah 80% dengan melampirkan rekapitulasi daftar peserta asuransi.Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian akan membayar bantuan premi berdasarkan hasil singkronisasi rekapitulasi peserta asuransi antara usulan dari dinas pertanain kabupaten atau kota dan propinsi dengan daftar rekapitulasi lampiran tagihan dari perusahaan asuransi.
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Sumber : Ototitas Jasa Keuangan 
Pengajuan dilakukan dengan memberitahukan kematian atau hilangnya hewan sapi ke Dinas Peternakan Kabupaten dan Kota serta perusahaan asuransi Dinas Peternakan Kabupaten dan Kota serta loss adjuster dari pihak perusahaan asuransi melakukan pemeriksaan dan perhitungan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penghitungan maka di peroleh hasil pemeriksaan klaim yang diserahkan ke peternak dan diteruskan ke perusahaan asuransi yang disisi lain dinas peternakan kabupaten/kota mengesahkan BA klaim. Setelah tercapai persetujuan maka pembayaran klaim dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada peternak  
Tabel 1. Penerapan Asuransi Usaha Ternak Sapi di Indonesia Tahun 2016 -2019
	
	2016
	2017
	2018
	2019 

(per 31 Juli 2019)

	Luas sapi (ekor)
	27.025
	92.176
	120.000
	75.001

	Jumlah Peternak
	
	63.592
	74.508
	42.190

	Premi (Rp)
	5,405 miliar
	18,435 miliar
	24,00  miliar
	15 miliar

	Klaim (Rp)
	11,576 juta
	30,048 miliar
	22,223 miliar
	2,531 miliar


Sumber:Otoritas Jasa Keuangan 2019
Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan AUTS menurut Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:
· Sosialisasi sampai tingkat peternak masih kurang sehingga pemahaman petani terhadap AUTS dan manfaatnya masih rendah.

· Dukungan dari petugas Dinas Kementan atau petugas kesehatan hewan di tingkat lapangan masih kurang. 

· Terbatasnya jumlah petugas PT Jasindo sehingga mengakibatkan penanganan pendaftaran dan proses pembayaran klaim masih mengalami keterlambatan.
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